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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA

OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5)

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu mengatur

mengenai penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan

nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan

biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat

pertama milik pemerintah daerah;

b. bahwa beberapa pengaturan penggunaan dana kapitasi

jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan

kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas

kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah yang

telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 19 Tahun 2014 belum dapat menampung
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perkembangan kebutuhan implementasi penyelenggaraan

jaminan kesehatan nasional sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya

Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Milik Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas
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Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan

Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 874);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGGUNAAN

DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK

JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA
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OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT

PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat

JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan

dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah

membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya

disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang

melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang

bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi,

diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan

kesehatan lainnya.

3. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan

yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah

peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan

jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna

barang.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa

pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada

FKTP milik pemerintah daerah ditujukan bagi FKTP milik

pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan

keuangan badan layanan umum daerah.
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BAB II

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 3

(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan

seluruhnya untuk:

a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan

b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap

FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh

persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.

(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana

Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk

pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

(4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan

Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan:

a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah

Daerah;

b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam

rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan

kesehatan; dan

c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai.

(5) Format Keputusan Kepala Daerah mengenai penetapan

besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tercantum dalam Formulir 1 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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